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BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keschatan
Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu
diganti;

b. tahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana ‘

dimaksud dalam huruf a pé¢rlu menetapkan Peratiran
Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42};
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor $234);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Peraerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor
S679);



S. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan { Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 125, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3890);

6. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan ( Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S607 );

7. DPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2014 :entang Pusat Keschatan
Masyarakat;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor
68 );

11. Peraturan Bupati Temanggung Nomoi 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggurng
(Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016
Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

Pemerintah Daecrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

Dinas Kesehatan yang selanjutnya cdisebut Dinas adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Kepéla Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
unsur- teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas
Kesehatan Kabupaten Temanggung.



7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB 11
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan
daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala

Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kesechatan dibidang kesehatan yang
meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya
kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen
kesehatan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
kesehatan yang meliput pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat,
sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan
manajemen kesehatan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi
pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan,
penceganan dan pengendalian penyakit, dan manajemen keschatan;

d. pelaksanaan keschatan masyarakat yang meliputi perbaikan gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan individu keluarga dan
masyarakat untuk berperilaku sehat, pengembangan Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja
dan kesehatan olah raga;

e. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta
kesehatan jiwa;

f. pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayenan kesehatan
dasar, tradisional dan rujukan, pelayanan kesehatan keluarga serta
peningkatan rautu dan perijinan pelayanan kesehatan;

g. penyediaan sumber daya keschatan yang meliputi ketersediaan sarana
prasarana dan alat kesehatan, penyediaan dan pengawasan kefarmasian,
makanan minuman dan perbekalan kesehatan, peningkatan jumlah,
mutu dan penyebaran tenaga kesehatan serta pengembangan sistem
informasi kesehatan;

h. pengembangan manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan,
penelitian dan pengembangan kesehatan:

i. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;



—.

pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan keschatan swasta;
k. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi
kesekretarftan dinas; dan

I pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai
dengan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan
rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian,
evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum,
kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan
ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan,
kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat secbagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di
lingkungan Dinas; '

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, keuangan, hukum, . hubungan masyarakat,

kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana

di lingkungan Dinas;

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan
serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;

f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
dan dokumentasi;

g penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan
Dinas;

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

j- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan fungsinya.

o,

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
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(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta
pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
tungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf
b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pernigelolaan
keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi d: lingkungan Dinas serta

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasai 6
ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan
perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang
meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, ‘kehumasan, keorganisasian
dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi
jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas
serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 10
Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
pengkoordinasian penyusunan konsep dan peclaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang gizi, promosi

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan olah raga.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keschatan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kesehatan masyarakat;
penyusunan rancangan program kesehatan masyarakat;
penyelenggaraan program gizi masyarakat dan institusi;
penyelenggaraan program promosi kesehatan;
penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat;
penyelenggaraan program penyehatan lingkungan;
penyelenggaraan program keschatan kerja dan olah raga;

. pengkoordinasian peclaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan
kesehatan masyarakat; '
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i. evaluasi pelaksanzan program kesehatan masyarakat; dan
J. pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepzala Dinas
Sésual dengan fungsinya.,

Pasal 12

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat adalah unsur
kesehatan dj

masyarakat,

pelaksana program
bidang gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan

penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
melalui Sekretaris.

(2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

(3) Bidang Kesshatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahi:;

a. Seksi Gizi;

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

c. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

(%) Scksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan
huruf ¢, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang herada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan
Masyvarakat.

Pasal 13
Seksi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf =2

<.
mempunyai tugas pengkoordinasian penylapan bahan perumusan,
pe.aksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan
dan bimbingan teknis pelayanan gizi masyarakat, pengawasan gizi individu,
keluarga, masyarzkat dan institusi, usaha perbaikan gizi individu, keluarga,
masyarakat dan usaha perbaikan gizi institusi, serta pelaksanaan tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas
pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan  meliputi pembinaan  generasi muda,
pengembangan kemitraan lintas sektoral, swasta, UKBM, Lembaga Swadaya
Masyvarakat dan kelompok masyarakat potensial kesehatan serta acvokasi
dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pembiayaan kesehatan
meliputi pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan penguatan
program prioritas penanggulangan krisis kesehatan, serta pelaksanaan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
fungsinya. 1 '

Pasal 15
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Seksi  Penyehaian Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf ¢ mempunyai tugas
pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasit serta pelaporan meliputi pengawasan kualitas air bersih,
lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan
makanan minuman serta perbaikan sarana air bersih, jamban keluarga,
sarana pembuangan air limbah dan perbaikan lingkungan, pengawasan dan
bimbingan teknis penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan
olah raga, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan psnanggulangan penyakit

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program pencegahan dan penrngendalian penyalit;

b. penyusunan rancangan program pencegahan dan pengendalian
penyakit;

c. penyelenggaraan program surveilans epidemiologi,

d. penyelenggaraan program penanggulangan wabah dan kejadian luar
biasa;

e. penyelenggaraan program kesehatan matra,

f. penyelenggaraan program imunisasi,

g. penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular;

h. penyelenggaraan prograrn pencegahan dan pengendalian penyalkit tidak
menular;

i. penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa,

j. pembinaan dan bimbingan teknis pregram pencegahan dan
pengendalian penyakit;

k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan

pencegahan dan pengendalian penyakit;

evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan fungsinya.

—

Pasal 18

(1)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah unsur pelaksana
program kesehatan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
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penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(2)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala
Bidang.

(3)Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) membawahi:
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; dan

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa.

(4)Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan
huruf ¢, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit.

Pasal 19

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan
perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
kegiatan surveilans epidemiologi, imunisasi, penanggulangan wabah dan
kejadian luar biasa, kesehatan Matra, pembinaan dan bimbingan teknis
penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan imunisasi, serta pelaksanaan
tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
fungsinya. .

Pasal 20

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) huruf b mempunyal tugas
pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serta  pelaporan  meliputi kegiatan  pencegahan  dan
penanggulangan penyakit menular, pembinaan dan bimbingan teknis
penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, serta
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch Kepala Bidang sesuai
dengan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan
Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf ¢ mempunyai
tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, pembinaan dan
bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa, serta pelaksanaan'tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 22
Bidang ~Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan

pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pelayanan
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kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, keschatan keluarga, peningkatan
mutu, perijinan kesehatan.

Pasal 23
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi:
a. penyusunan Rencana program pelayanan kesehatan;
penyusunan Rancangan program pelayanan kesehatan;
penyelenggaraan program pelayanan kesehatan desar;
penyelenggaraan program pelayanan kesehatan tradisional;
penyelenggaraan program pelayanan kesehatan rujukan;

- o o0 T

penyelenggaraan program pelayanan kese¢hatan keluarga;
penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan keschatan;

>

pengelolaan perijinan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan;
i. pembinaan dan bimbingan teknis program pelayanan kesehatan;

j. penyelenggaraan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan
kesehatan khusus, pelayanan kesehatan swasta dan pelayanan
kesehatan keluarga;

k. penyelenggaraan pemberian / penerbitan rekomendasi di bidang
kesehatan;

1. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan,; ‘

m. pengelolaan perijinan laik sehat bagi tempat-tempat umum dan tempat
pengelolaan makanan,

n. evaluasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan;

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana program
kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan
rujukan, kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan perijinan
kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris.

(2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
(3) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membawahi:
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukar;
b. Seksi Kesehatan Keluarga; dan
c. Seksi Peningkatan Mutu, Perijinan.
(4) Seksi-seksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan

huruf ¢, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan
Kesehatan

Pasal 25
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Seksi Pelayanan kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 Avat (3) huruf a mempunyai tugas
pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan akses pelayanan kesehatan
dasar, tradisional dan rujukan, pembinaan dan bimbingan teknis
penyvelenggaraan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, pengelolaan
permabiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar termasuk
pelavanan  JKN, tradisional dan rujukan, serta pelaksanaan tugas
kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 26

-

Seksi Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Avat (3
huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian peryiapan bahan perumusan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi
penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga meliputi  pelayvanan
Keschatan ibu, kesehatan anak, xesehatan remszja, kesehatan usi j
dan keluarga berencana, pembinaan dan bimbingan teknis penveleng
pelayanan  kesehatan keluarga, pelayanan jaminan persalinan, serta
pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala Bidang sesuat
dengan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Peningkatan Mutu, Perijinan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 24
Avat (3) huruf ¢ mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bah:
perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta peieporan meliputi

| 1

peningkatan mutu dan Jl.'man pelavanan kesehatan milik pemerintah dan

1

swasta, pengelolaan fasilitas pelayvanan kese "nt:.*n jan peningkatan mutu

pelavanan Kesehatan, pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan mmutu
pelayanan kesehatan dan peryjinan kesehatan mahik pemerintah, swasta dan
perorangan, pe'-me'bnan rekomendasi/ ijin di bi-in.ng keschatan, serta

elaksanaan tugas kKedinasan lain vang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

Bagian Keenam
Bidang Sumber Dayva Keschatan

™ 1

Fasal 28

Bidang\ Sumber Dava Kesehatan mempunyal tugas  melakukan
pengroordinasian  penyusunan konsep dan pelaksanaan kebiia‘.'a.
pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliput bidang sarana p:a arana
dan alat kesehatan, farmasi, makanan minuman dJdan per‘ee‘.'e‘.an

cesehatan, pengembangan sumber dayva manusia dan sistem inform
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c. penyelenggaraan pengelolaan sarana, prasarana dan alat kesehatan,;

d. penyelenggaraan ketersediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;

e. penyelenggaraan pengawasan keamanan kefarmasian, makanan
minuman dan perbekalan kesehatan;

f. penyclenggaraon pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

g. penyelenggaraan pengelolaan cata kesehatan;

h. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi
kesehatan;

i. pembinaan dan bimbingan teknis program sumber daya kesehatan;

j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan sumber daya
kesehatan;

k. evaluasi pelaksanaan program sumber daya keschatan; dan

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesual dengan fungsinya.

Pasal 30

(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah unsur pelaksana program
kesehatan di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, farmasi,
makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia
kesehatan dan sistemn informasi kesehatan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sckretaris.

(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin cleh Kepala Bidang.

(3) Bidang Sumber Daya Kesehatan sehagaimana dirnaksud pada ayat (1)
membawahi:
a. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
b. Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan; dan
c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi

Kesehatan.

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan

huruf ¢, masing-masing dipimpin oleh secrang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya
Kesehatan.

Pasal 31

Seksi Sarana Prasarana dan Alat Keschatan sebagaimana dimeksud dalam
Pasal 30 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan
bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, cevaluasi serta pelaporan
meliputi analisis kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan,
penyediaan sarana prasarana dan alat keschatan, pemeliharaan alat
kesehatan, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sarana prasarana
dan alat kesehatan, pengelolaan aset Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya,

Pasal 32

Seks: Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan sehagaimana
dimaksud dalarn Pasal 30 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas
perigkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi serta pelaporan meliputi ketersediaan kefarmasian dan perbekalan
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kesehatan, pembmaan kefarmasian, keamanan makanan minuman, dan
perbekalan keschatan, pengawasan dan pengendalian  kefarmasian,
keamanan makanan dan perbekalan kesehatan, perencanaan dan
pelaksanaan pengadaan obat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang
dibenikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf ¢
mempunyal tugas pengkcordinasian penyiapan bahan perumusan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan
sumber daya kesehatan dan sisem informasi kesehatan, upava
pengembangan sumber daya manusia kesechatan, pengeloloan data
kesehatan, upava pengembangan dan pengelolaan sistem dan informasi
kesehatan, analisis sumber dava manusia kesehatan, pembinaan dan
bimbingan teknis pengelolaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem
informasi kesehatan, serta pelaksanaan tugas xedinasan lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional
Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan
menurut kebutuhan vang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
terbagl dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlhannya.

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada eyat (1), ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana cimaksud pada ayat (2),
diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan
pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai
Peraturan Perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

(6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, makei Peraturan Bupat

Temanggung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjazbaran Tugas Pokok,
Fungsi, dah Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita



Paciale abupaten Temanpgong Talian 2008 Nomor 52), dicabut dan
iy ataban thdale ber o

Mamal 37
Pavatuan hapatr iodb muolal her ok pada lanpeal 2 Januari 2017,

ARl oang menpctahuinys,  memerintahkan  pengundangan
Pevatan Buapatic e dengan penempatannya  dalam  Berita Dacrah
Nabupaten Temangpung

Ditetapkan di Temanggung
pada tangeal 2 Juni 2017
BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.

M. BAMBANG SUKARNO
Drandanelan o Pemangeuang

panda tangeal 2 Jvi 2017
SEERRICTARRY DAISINAT
NABRUPATEN TICMANGOUNCG,
.,
BAMBANG AROCHMAN
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